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ANGGA HANA SAPUTRA, B 111 10 344, Peran Lembaga 
Pemasyarakatan Kabupaten Bone Kelas II A Dalam Upaya 
Rehabilitatif Terhadap Residivis, di bimbing oleh Bapak Hasbir 
Paserangi, selaku Pembimbing 1 dan Bapak Hasrul, selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta 
menganalisis cara pelaksanaan pembinaan Lembaga pemasyaraktan 
Kelas II A Bone dan untuk mengetahui hambatan yang di hadapi Lembaga 
Pemasyaraktan Kelas II A Bone dalam upaya Preventif terhadap Resdivis. 
Penelitian ini di lakukan di Lembaga Pemasyaraktan Kelas II A 
Kabupaten Bone. Tipe penelitian yang di gunakan adalah penelitian 
dengan pendekatan secara empirik dan normatif yaitu dengan 
mempelajari data data yang di peroleh dari hasil Wawancara, 
pengumpulan data dari Lapas Kelas II A Kabupaten Bone dan dari 
Undang Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah, 
Keputusan Menteri Kehakiman dan dari data refensi – refensi ( Buku, 
Karya ilimiah, dan Website ). 
Adapun hasil yang di dapatkan dari penelitian ini adalah pembinaan 
yang di lakukan di Lapas Kelas II A Kabupaten Bone belum efektif, tapi 
penanganannya telah sesuai  dengan undang undang no 12 tahun 1995 
tentang pemasyarakatan, yang mana pelaksannaannya di atur dengan 
Peraturan Pemerintah no 31 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang di laksanakan Lapas 
Kelas II A Kabupaten Bone yakni pembinaan kepribadian,Pembinaan 
Kemandirian, asimilasi dan integrasi. Pembinaan Kepribadian yang di 
berikan ialah Masa Pengenalan lingkungan, Pembinaan Intelektual dan 
Wawasan Kebangsaan, pembinaan keagamaan, Pembinaan Jasmani, 
Pembinaan di bidang Rekreasi/Hiburan dan Asimilasi. Serta pembinaan 
Kemandirian dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada 
narapidana seperti pertukangan, pengelasan, dan perbengkelan. 
Hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan 
narapidana/residivis di Lapas Kelas II A Kabupaten Bone adalah 
Sarana/prasarana, Sumber Daya Manusia, Pemasaran hasil keterampilan 
yang terbatas, Masyarakat dan Dana. Dengan demikian berdasarkan 
beberapa hambatan yang di hadapi Lapas Kelas II A kabupaten Bone 
yang penulis temukan dalam penelitian ini, penulis berpandangan 
Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bone 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan 
manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan 
ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan si pelaku di sebut sebagai 
penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki 
pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang 
memberikan penilaian itu. Jadi apa yang di sebut kejahatan oleh 
seseorang belum tentu di akui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan 
pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu 
merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih 
menimbulkan perbedaan pendapat. Sehingga keberadaan kejahatan 
tidak perlu di sesali, tapi harus selalu di cari upaya bagaimana 
menanganinya. Berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah 
mungkin, maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.1 
Masyarakat sudah terbiasa, atau di biasakan, memandang pelaku 
sebagai satu – satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah 
mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya 
pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman 
kepada pelaku masih dianggap sebagai ‘obat manjur’ untuk 
                                                          
1 Syafruddin hussein, kejahatan dalam masyarakat dan upaya penanggulangannya. Medan, 2003. 
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menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku 
yang diidapat pelaku kejahatan. Gencarnya pemberitaan tentang 
kejadian-kejadian negatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
pemasyarakatan secara sistematis akan membangun opini publik dan 
selanjutnya akan berdampak buruk terhadap akuntabilitas dan 
kepercayaan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut untuk 
membangun kembali pencitraan positif dan kepercayaan masyarakat 
terhadap pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya maka seluruh jajaran pemasyarakatan berusaha meningkatkan 
kinerja pada masing masing unit termasuk Lembaga Pemasyrakatan 
Bone 
Herbert L. Packer dalam bukunya ‘ The Umits of The Criminal 
Sanction’ menyebutkan  bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan 
penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan 
pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi 
pidana merupakan penjamin apabila di pergunakan secara hemat, 
cermat, dan manusiawi. 
Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika di gunakan 
secara sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak di temukan 
kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan 
viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan 
pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara. 
Bahkan ada tudingan bahwa lembaga Pemasyarakatan adalah sekolah 
3 
kejahatan. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani 
hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu 
faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan 
kejahatan lagi, yang biasa di sebut residivis. Menurut John Delaney,2 
pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus di 
lakukan lewat tahapan self realisation process. Yaitu satu proses yang 
memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan 
dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang 
budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat dari mana ia 
berasal 
Suatu putusan pemidanaan di jatuhkan, oleh pasal 193 ayat (1) 
KUHAP sebagai berikut. “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana. Dapat dibandingkan dengan perumusan 
van Bemmelen sebgai berikut: Putusan pemidanaan di jatuhkan  oleh 
hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan 
perbuatan yang di dakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan 
terdakwa dapat di pidana.3 
Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya 
penjahat – penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan 
Residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, 
meskipun dia sudah pernah di jatuhi hukuman. Sebagai contoh 
                                                          
2Adriams Meliala, et all, restorative justice system: Sistem Pembinaan Para Narapidna Untuk 
Pencegahan Residivisme. Jakarta. 2009 
3Adami Chasawi, pelajaran hukum pidana bagian 2, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 ,hal 104. 
4 
seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai 
pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun. Setelah 10 
tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan hukuman.4 
Terhadap seseorang  yang melakukan  tindak pidana, seperti 
contoh di atas, dapat di anggap mengulangi kejahatan yang sama 
(residivis) dan dapat di jadikan dasar  pemberat  hukumannya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat di ancam  hukuman  
sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal. Dengan 
catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam 
kurung waktu 5 tahun  setelah  menjalani hukuman  untuk seluruhnya 
atau sebagian dari hukuman yan di jatuhkan. 
Delik pengulangan (recidive) tidak di jumpai dalam aturan umum, 
tetapi di Pasal 486-488 KUHP, mengatur tentang penerapan unsur 
recidive dalam aturan khusus ( Buku II atau Buku III ). Bab XXXI KUHP 
sebagaimana yang di atur dalam pemidanaaan kepada seorang 
terpidana. Pada prinsipnya batas tenggang waktu menentukan apakah 
seseorang dapat di kualifikasi sebagai residivis atau tidak di gantungkan 
pada jangka waktu 5 ( Lima ) tahun antara hukuman yang sedang di 
jalani dalam suatu tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Hal ini 
memandang jika dalam kurun waktu di bawah lima tahun seseorang yang 
melakukan kejahatan yang sama kembali melakukannya, maka ia 
merupakan orang yang harus di waspadai. 
                                                          
4Rickson, “Hukum Pidana, Ne Bts in Idem, “ http://www. Rizkydos.  
Com/Sistem%20penjatuhan%20,  
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Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia 
hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan 
kejahatan dan pengulangan kejahatan di anggap sebagai penerusan dari 
niat jahat sebagaimana di kemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, 
bahwa “Humanum enimest peccare, angilicum, secemendare, diabolicum 
perseverare” atau  kejahatan dan pengulangan kejahatan di anggap 
sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat di pastikan bahwa praktik 
pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik 
kejahatan.5 
Pendapat ini di kemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya 
kedudukan pengulangan tindak pidana dalaam ilmu pengetahuan hukum 
pidana. Hal ini terbukti dengan di masukkannya pengulangan tindak 
pidana itu ke dalam bagian  yang  esensi dalam  ajaran  hukum pidana di 
berbagai negara. 
Recidive  terjadi dalam  hal seseorang  yang  melakukan  tindak  
pidana dan telah di jatuhi  pidana dengan suatu putusan hakim yang telah 
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kemudian melakukan 
tindak pidana lagi.6 Sama seperti dalam concursus relais, dalam Residive 
terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam recidive telah ada putusan 
hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Seseorang melakukan 
pengulangan tindak pidana di sebabkan oleh beberapa faktor seperti 
kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu 
                                                          
5Abidin Zainal Farid, Hukum pidana 1, Jakarta: sinar Grafika,1995 hal 432. 
6Hand Out Hukum Pidana, “pengulangan Tindak Pidana (Recidive)” http://syariah.uin-
suka.ac.td/file_ilmiah17.%20Residive.pdf,  
6 
sistem peradilan pidana (criminal justice system) di indonesia, faktor 
ekonomi, sosial dan budaya. Pengulangan tindak pidana di kenal dalam 
bentuk residivisme, tanpa batasan jumlah pengulangan. 
Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya 
berfungsi untuk memeberikan efek jera kepada pelaku, sehingga si 
pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan 
hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah 
melakukan kejahatan yang sama, padahal di sudah pernah di hukum 
karena kejahatannya. Kondisi ini di sebut dengan pengulangan tindak 
pidana (recidive).Pengulangan kejahatan residivis di lakukan dalam 
serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (criminal justice 
system) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk 
menanggulangi kejahatan.7 Adapun  komponen dalam sistem tersebut 
yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 
Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara 
terpadu dalam peradilan pidana dan di harapkan menjadi tumpuan dalam 
penegakkan hukum dalam negara republik Indonesia yang berdasarkan 
hukum. Namun keberadaannya saat ini jauh dari harapan sebab apa 
yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana belum dapat dicapai. 
Hal ini di ungkapkan oleh Rusli Muhammad yang menyatakan bahwa apa 
yang menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana sulit di capai. 
Melindungi, mengamankan dan menentramkan masyarakat belum di 
                                                          
7Marjono Reksodiputro, Reformasi Sistem Pemasyarakatan,  jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan 
dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminolgi Universitas Indonesia, 1997  hal 84  
7 
rasakan sebagian besar masyarakat. Demikian juga perilaku kriminal 
yang telah menjalani pidana, di harapkan kembali ke jalan yang benar 
dan tidak mengulangi perbuatannya belum berhasil.8 
Lembaga pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana 
terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak 
pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan 
penegakkan hukum pidana, maka prinsip substansial di dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyrakatan mengandung nilai 
bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan di arahkan pada tatanan 
arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan 
secra terpadu antara pembina, yang di bina dan masyarakat. Hal ini 
secra tersirat dapat di lihat pada teks pasal 2 Undang-Undang No.12 
Tahun 1995 yang menyebutkan Sistem pemasyarakatan di 
selenggarakan dalam rangka membentuk warga bianaan 
pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 
warga yang baik dan bertanggung jawab. 
Peraturan substansial yang ada di dalam Undang-undang 
pemasyarakatan ini di jadikan landasan berpijak bagi warga binaan 
pemasyarakatan dan pembina secara terintegrasi pada satu sistem 
                                                          
8Rusli Muhammad. “Reformasi Sistem Pemasyarakatan,” dalam jurnal Hukum Ius Qutalustum, No 
1 Volume 6, Yogyakarta.1999  hal 45 
8 
pemasyarakatan Indonesia, maka Undang-undang pemasyarakatan 
adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar 
(patokan) untuk bertindak.9 Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung 
tombak pengayoman membuka jalan bagi perlakukan terhadap 
narapidana dengan cara sistem pemasyarakatan sebagai tujuan pidana 
penjara dan juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Dalam 
perlakuan terhadap narapidana, adalah melakukan pembinaan agar 
narapidana mejadi manusia yang berguna di masa mendatang. Program-
program pembinaan yang teratur dan di susun secara matang dan yang 
di laksanakan dengan penuh kesadaran serta kelayakan akan menjamin 
integritas sistem pemasyrakatan. 
Apabila sistem pemasyarakatan di pahami dari arti katanya dan di 
perhatikan pada saat di cetuskannya gagasan tersebut pada tahun 1964, 
serta di hubungkan dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara 
secara universal sesudah tahun enam puluhan, maka dapat di tarik 
kesimpulan bahwa pemasyarakatan merupakan perubahan yang 
menyangkut upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang di laksanakan 
dengan semangat asas perikemanusiaan dan perlakuan baru terhadap 
narapidana menurut pokok-pokok ketentuan standard minimun rules.10 
Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam lembaga 
pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan 
                                                          
9Soerjono soekanto, Faktor-faktor yang memepengaruhi penegakkan Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004 hal 2. 
10Mardjaman, “Beberapa Catatan Rancangan Undang-undang tentang sistem kemasyarakatan,” 
makalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal peraturan Perundang-
undangan,jakarta:2005 hal 1. 
9 
untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana, terutama 
narapidana residivis dalam menyongsong kehidupan setelah selesai 
menjalani masa hukuman (bebas). 
Teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial mengembangkan beberapa 
program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana di atur dalam 
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyrakatan. 
Program kebijakan itu meliputi asimilasi atau reintegrasi sosial. Dalam 
asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah 
satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. 
Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan menampakkan ciri utama 
adalah aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan kelompok 
keluarga narapidana dan masyarakat.11 Asimilasi juga bertujuan untuk 
menghilangkan citra buruk penjara, serta mencegah penolakan 
masyarakat terhadap bekas narapidana. Program pembinaan bagi 
narapidana bertujuan agar bekas narapidana tidak mengulangi kembali 
perbuatan jahatnya dan tidak lagi menjadi warga binaan 
pemasyarakatan. Kondisi inilah yang menjadi tantangan besar bagi 
lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dalam upaya 
mengendalikan terjadinya residivis, karena lembaga pemasyarakatan 
selalu mendapat hambatan dan tantangan dalam mencapai tujuan 
pembinaan narapidana. 
                                                          




Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan kajian terhadap 
masalah: “Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  Kabupaten 
Bone Sebagai Upaya Rehabilitatif terhadap Residivis”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang tersebut , maka penulis berupaya 
untuk membahas pokok permasalahan perihal Peran Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bone Sebagai Upaya preventif 
terhadap Residivis sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bone Dalam Upaya Preventif 
Terhadap Residivis ? 
2. Apakah Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
A Kabupaten Bone Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi 
tujuan dalam usulan penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis cara 
pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Kabupaten Bone dalam upaya Rehabilitatif terhadap Residivis. 
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi 




Adapun Manfaat Penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan ilmu 
hukum pada umumnya dan pada khusunya ilmu hukum 
pembangunan dan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan 
peran lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi 
narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya recidive. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan 
1. Agar lebih optimal dalam memberikan pembinaan bagi warga 
binaan khususnya narapidana recidive. 
2. Agar petugas pembinaan dapat mengetahui usaha-usaha apa 
yang harus ditempuh demi berhasilnya pengayoman bagi 
warga binaan agar terjadinya residivice dapat ditekan. 
b.  Bagi Narapidana Recidive 
Agar dapat memanfaatkan pembinaan yang diberikan oleh 
petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Bone sehingga 
tidak terjadi kejahatan yang berulang. 
c. Bagi Masyarakat 
1. Untuk menunjukkan bahwa seseorang mantan narapidana 
tidak sepenuhnya tetap memiliki sifat jahat karena sebelumnya 
mantan narapidana tersebut telah diberikan pembinaan oleh 
LAPAS sehingga hasil dari pembinaan tersebut diharapkan 
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dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam 
pembangunan. 
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk menerima kembali seorang 
mantan narapidana sehingga diharapkan dapat 
mengembalikan status dan haknya sebagai warga sipil, bukan 
sebagai mantan narapidana yang selalu dinilai sebagai 























A. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan 
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Dahulu kala tidak di kenal sistem pidana penjara di indonesia, 
sistem pidana penjara baru di kenal pada zaman penjajahan. Pada jaman  
VOC pun belum di kenal penjara seperti sekarang ini. Yang ada istilah 
rumah tahanan yang di peruntukkan bagi wanita tuna susila, 
pengangguran atau gelandangan, pemabuk dan lain-lain.12 Mereka di 
masukkan ke dalam rumah tahanan kemudian di beri pekerjaan dan 
pendidikan agama. 
Rumah tahanan saat pada waktu itu ada tiga macam. yaitu13 
1. Bui ( tahun 1602) yang terdapat di luar kota. 
2. Kettingkwartier, merupakan tempat untuk orang- orang 
perantaian. 
3. Vrouwenthuchthuis, merupakan tempat menampung wanita 
kebangsaan Belanda yang melakukan perzinahan atau 
perselingkuhan. 
Dalam rangka pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara, 
maka pada tahun 1964 istilah penjara di ganti dengan pemasyarakatan. 
                                                          
12 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993 
hal 107. 
13 Dwidja priyatno, Sistem Pelakasanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : Refika 
Aditama,2009, hal 93, lihat juga  Andi Hamzah, suatu tinjauan ringkas Sistem Pemidanaan di 
Indonesia, jakarta : Akademika Pressisdo, 1983 hal 92. 
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Istilah pemasyrakatan di perkenalkan pertama kali oleh sahardjo pada 
tahun 1963, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman, sahardjo sebagai 
Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, di dalam pidato 
pengukuhannya pada tanggal 5 juli 1963 mengatakan “ tujuan dari pidana 
penjara di samping menimbulkan rasa derita bagi terpidana karena di 
hilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar 
bertobat mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat 
sosialis indonesia yang berguna ”14, beliau mengganti istilah penjara 
dengan pemasyarakatan. 
Perubahan istilah lembaga penjara menjadi lembaga 
pemasyarakatan di kuatkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 
12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ( Lembaran Negara Nomor : 77 
Tahun 1995). Undang-undang ini sebagai pedoman  membina 
narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. 
Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut 
lapas menurut Pasal 1 ke 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 ( 
Lembaran Negara Nomor 77 Tahun1995) tentang Pemasyarakatan, 





                                                          
14 Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Bandung : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 suka 
miskin, 1963 hal 21. 
15 Pasal 1 butir 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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2. Sistem Pemasyarakatan 
 Menurut pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang pemasyarakatan, yang dimaksud sistem pemasyarakatan adalah 
suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga 
binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang di laksanakan 
secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di 
terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik 
dan bertanggung jawab.16 
Berdasarkan itu telah di tetapkan pemasyarakatan sebagai proses 
dalam pembinaan narapidana dan di laksanakan melalui empat tahap 
yaitu: 
1. Tahap keamanan Maksimal sampai batas 1/3 dari masa pidana yang 
sebenarnya, pembinaan ini merupakan tahap awal pengenalan 
lingkungan yang di lakukan sejak di terimanya narapidana sekurang-
kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini 
setiap narapidana di lakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihal 
dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia 
                                                          
16Pasal 1 butir 2 Undang –undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyrakatan 
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tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakng pendidikan 
dan sebagainya. 
2. Tahap keamanan menengah sampai batas ½ dari masa pidana yang 
sebenarnya, pembinaan tahap lanjutan lebih dari1/3 sampai dengan 
½ masa tahanan yang sebenarny, dan di evaluasi perkembangannya. 
3. Tahap keamanan minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang 
sebenarnya. Dalam tahap ini di harapkan narapidana sudah 
menujukkan  kemjauan positif baik mental maupun spirtual serta 
keterampilan lainnya dan yang paling penting telah siap untuk 
berasimilasi dengan masyarakat. 
4. Tahap integrasi dan selesainya 2/3 dari masa tahanan sampai habis 
masa pidananya. Sebagai tahap terakhir di harapkan narapidana 
benar-benar siap kembali kemasyarakat menjelang bebas, atau 
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. 
Tahapan di pertegas lagi dalam pasal 7 Ayat (1) dan  Ayat (2) dan 
Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyrakatan, yaitu17 
1. Pembinaan  tahap awal bagi narapidana di laksanakan sejak narapidana 
tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 masa pidananya. 
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu : 
a. Tahap lanjutan pertama, di mulai sejak berakhirnya pembinaan tahap 
awal sampai dengan ½ ( satu per dua ) masa pidananya. 
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b. Tahap lanjutan kedua, di mulai sejak berakhirnya pembinaan tahap 
lanjutan pertama sampai dengan 2/3( dua per tiga) masa pidananya. 
c. Pembinaan tahap akhir, di laksanakan sejak berakhirnya pembinaan 
tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang 
bersangkutan. 
 
3. Prinsip Pokok Pemasyarakatan 
Sebagai dasar pembinaan di tetapkan beberapa prinsip pokok 
pemasyaraktan, yaitu :18 
1. orang  yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan kepadanya 
bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam 
masyarakat. 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah. 
3. Rasa tobat bukanlah dapat di capai dengan menyiksa melainkan 
dengan bimbingan. 
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau 
jahat daripada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan. Untuk 
itu harus di adakan pemisahan antara : 
a. Yang residivis dan yang bukan residivis 
b. Yang tindak pidana berat dan yang ringan 
c. Macam tindak pidana yang di lakukan 
d. Dewasa, dewasa muda dan anak- anak 
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e. Laki laki dan wanita 
f. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan. 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana  harus 
dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari 
masyarakat. 
6. Pekerjaan yang di berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 
mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan lembaga 
atau negara saja, pekerjaan yang di berikan harus di tujukan kepada 
pembangunan negara. 
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. 
8. Tiap orang adalah manusia yang harus di perlakukan sebagai 
manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh di jatuhkan kepada 
narapidana bahwa ia itu penjahat. 
9. Narapidana itu hanya di jatuhkan pidana hilang kemerdekaan. Maka 
perlu di usahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian 
untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya. 
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan 
pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu di dirikan lembaga 
pemasyarakatan atau sarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
program pembinaan. 
 
Prinsip yang  pertama menghendaki  narapidana harus di lindungi, 
di bina dengan pola kekeluargaan sesuai dengan pasal 1 dan 2 Undang-
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undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pendekatan 
kekeluargaan mengharuskan sikap petugas lapas sebagai orang tua di 
harapkan  mempengaruhi perilaku narapidana yang di binanya. Di 
samping itu peran serta masyarakat terutama untuk merima kembali 
narapidana ketika bebas nanti. Sehingga pembinaan dengan pola 
kekeluargaan dapat meredam pengaruh kultur prisonisasi dalam lembaga 
pemasyrakatan.19 
Prinsip kedua dan  ketiga, sesuai dengan  undang-undang nomor 
12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.  Narapidana di perlakukan 
secara manusiawi,  narapidana  sebagai subjek pembinaan di harapkan 
setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak 
pidana, menjadi  manusia yang berguna serta berperan aktif dan kreatif 
dalam membangun bangsa dan  negara, serta mampu  mendekatkan  diri 
dan mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.20 Dengan di 
lakukannya pembinaan terhadap narapidana selama menjalani hukuman 
dengan cara mendidik dan memeperbaiki mentalnya, merupakan 
perwujudan prinsip keempat. Oleh karena itu berdasarkan pasal 12 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan di 
tentukan adanya pemisahan  atau penggolongan berdasarkan umur, jenis 
kelamin, lama pidana  yang di jatuhkan, jenis kejahatan serta kriteria lain 
sesuai dengan perkembangan dan  kebutuhan  pembinaan. Hal ini 
                                                          
19 Bambang poernomo,  Aspek kekeluargaan dalam pembinaan terpidana, jakarta Universitas 
Indonesia, Makalah dalam seminar pemasyarakatan terpidana, dalam masyarakat indonesia yang 
sedang membangun.  
20 L.S.Alagan, faktor-faktor yang berdampak terhadap kegagalan reintegrasi sosial terpidana, 
Tesis program pasca sarjana Universitas Indonesia,1999, hal 40. 
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bertujuan untuk mencegah  agar tidak terjadi pemaksaan pengaruh dari 
narapidana yang satu terhadap narapidana lainnya. Selanjutnya prinsip 
yang kelima yaitu meskipun  narapidana hilang  kemerdekaannya harus 
tetap di akui hak-hak narapidana sesuai dengan pasal 14 Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu :21 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran; 
4. Mendapatkan pelayanan  kesehatan dan  makanan yang layak; 
5. Menyampaikan keluhan; 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa; 
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang di lakukan; 
8. Menerima kunjungan keluarga, panasihat hukum atau orang tertentu 
lainnya; 
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana( remisi); 
10. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 
 
Perlindungan terhadap hak-hak narapidana selama berada dalam 
pembinaan salah  satunya dengan memberikan pekerjaan, hal ini untuk 
memotivasi agar  narapidana memiliki rencana selepas menjalani 
hukuman sesuai dengan prinsip ke enam pembinaan narapidnana. 
Prinsip ketujuh dan  kedelapan  menyatakan, bahwa narapidana di 
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berikan bimbingan dan didikan saat menjalani pidana yang di tegaskan 
lagi melalui  prinsip kedelapan, yaitu tiap orang adalah manusia yang 
harus di perlakukan sebagai manusia meskipun  ia telah tersesat. Kedua  
prinsip ini diakomodasi pasal 5, pasal 11 dan  pasal 14 Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, prinsip ini sekaligus 
menghindari pemberian cap sebagai penjahat kepada narapidana serta 
menjadi  pedoman bagi petugas melakukan proses  pemasyarakatan. 
Maka menghargai narapidana sebagai manusia sangat penting, hal 
ini di maksudkan untuk memepersiapkan narapidana secara moral dan 
mental maupun dari segi keterampilan dapat kembali ke lingkungan 
masyarakat. Selain itu tujuannya untuk menghindari bentuk penyiksaan 
karena narapidana yang di jatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai 
satu-satunya derita yang di alami, sesuai dengan prinsip kesembilan 
pemasyarakan. 
Oleh  karena itu hukuman yang ideal seharusnya memenuhi tiga 
fungsi, yakni melayani tiga  pihak yaitu : 
1. Retributif, melayani pihak yang di bina atau yang di langgar 
haknya; 
2. Korektif,  melayani si pelanggar; 
3. Preventif, melayani masyarakat luas. 
Berkaitan  dengan hal tersebut,  lembaga pemasyarakatan  sebagai 
subsistem peradilan pidana berfungsi melakukan pencegahan maupun 
penanggulangan kejahatan. Hal ini menunjukkan lembaga 
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pemasyarakatan merupakan alat penguasa dengan tujuan agar anggota 
masyarakat yang mempunyai perilaku menyimpang dapat di bina dan 
dapat hidup normal kembali di masyarakat. Lembaga pemasyarakatan 
juga di bebani untuk mempengaruhi masyarakat melalui efek hukuman, 
sehingga masyarakat tidak melakukan  kejahatan. Hal ini berarti secara 
visual pelaksanaan hukuman harus mengerikan di samping itu hukuman 
juga harus memenuhi harapan  dan tuntutan dari pihak yang menjadi 
korban kejahatan yang menuntut keadilan  harus di tegakkan. Dan prinsip 
yang terakhir adalah sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah 
satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu di 
dirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan program pembinaan. Salah satudi antaranya 
sebagai perwujudan prinsip ini adalah pembentukan  lembaga  
pemasyarakatan  terbuka , sebagai tahap pembinaan lanjutan bagi 
narapidana yang telah  mencapai tahap pembinaan asimilasi. 
 
B. Tinjauan Tentang Narapidana 
Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, Berdasarkan 
pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani  pidana 
hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat 6 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 
terpidana adalah seorang yang di pidana berdasarkan putusan 
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pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga 
dapat di simpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang 
sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan 
dimana sebagaian kemerdekaannya hilang.  Adapun hak dan kewajiban 
narapidana yaitu :22 
1. Ibadah 
2. Perawatan rohani dan jasmani 
3. Pendidikan dan pengajaran 
4. Pelayanan kesehatan dan makanan 
5. Keluhan 
6. Bahan bacaan dan siaran media massa 
7. Upah dan premi 
8. Kunjungan 
9. Remisi 
10. Asimilasi dan cuti 
11. Pembebasan bersyarat 
12. Cuti menjelang bebas 
13. Hak-hak lain seperti hak politik, hak memilih dan hak keperdataannya. 
C. Pembinaan Narapidana 
1. Pengertian Pembinaan Narapidana 
Pembinaan  narapidana merupakan  salah satu upaya yang bersifat 
Ultimum Remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar 
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warga binaan pemasyarakatan 
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narapidana sadar akan  perbuatannya sehingga pada saat  kembali ke 
dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial 
budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan 
keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. 
Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan 
sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam 
usaha-usaha pembinaan yang di lakukan terhadap pembinaan dengan 
sistem pemasyarakatan seperti yang di atur dalam undang-undang 
nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini mengandung 
artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan 
wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan 
narapidana sebagai individu, makhluk sosial, dan makhluk tuhan.23 
Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.07-
PK.03.10 Tahun 2001 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan 
menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, 
pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien. 
a) Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang di laksanakan 
dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran 
tahanan. 
b) Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang di tujukan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) 
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para narapidana yang berada di dalam lembaga 
pemasyrakatan/rutan. 
c) Bimbingan klien adalah semua usaha yang di tujukan untuk 
memperbaiki akhlak ( budi pekerti ) para klien pemasyarakatan 
di luar tembok.24 
Di tinjau dari segi bahasa, pembinaan di artikan sebagai proses, 
cara, perbuatan membina, kegiatan yang di lakukan secara efisien dan 
efektif untuk memeperoleh hasil yang lebih baik25 
2. Tujuan Pembinaan 
Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan 
tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang di lakukan 
pada awalnya berangkat  dari anggapan bahwa tujuan pemidanaan tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh 
di masyarakat.  
Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih 
memiliki potensi yang dapat di kembangkan ke arah perkembangan yang 
positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, 
untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. 
Tujuan perlakuan terhadap narapidana di indonesia mulai tampak 
sejak 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi dalam 
konferensi kepenjaraan di lembaga, bahwa tujuan pemidanaan adalah 
                                                          
24 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.07-PK.03.10 Tahun 2001, tentang pola pembinaan 
Narapidana/Tahanan, Forum http;//www.Departemen hukumdan ham.co.id Ditjen pas search 
25 Kamus besar bahasa Indonesia,Cetakan ketiga. 
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pemasyarakatan, jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi di 
buat jera tapi di bina untuk kemudian di masyarakatkan. 
Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat di bagi dalam 
tiga hal yaitu : 
1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan 
tindak pidana. 
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 
membangun bangsa dan negaranya. 
3. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan 
mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat26. 
3. Metode-metode pembinaan 
Metode pembinaan merupakan cara dalam  penyampaian  materi  
pembinaan, agar secara efektif dan efisien dapat di terima oleh 
narapidana dan  dapat memberikan perubahan  dalam warga binaan, 
baik itu perubahan dalam pola pikir, tingkah laku maupun dalam tindakan, 
penyampaian materi tidak saja berdasar  pada kesiapan  si pemberi 
materi saja, tetapi  juga harus di perhatikan kesiapan dari warga binaan  
sendiri dalam  menerimanya. 
Beberapa hal dari  metode pembinaan, dapat di uraikan sebagai 
berikut :27 
1. Metode pembinaan berdasarkan  situasi 
                                                          
26 Petrus  irwan  panajaitan , upaya pembaharuan pemikiran dr. sahardjo mengenai 
pemasyrakatan sebagai tujuan pidana penjara. Jakarta, 1996. Universitas Indonesia. 
27 C.I. Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta, 1995. Djambatan  
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Dalam  pembinaan  ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan 
dari atas ke bawah dan pendekatan dari bawah ke atas . pendekatan dari 
atas ke bawah adalah  pembinaan  yang berasal dari pembina, atau 
paket pembinaan dari warga binaan telah disediakan dari atas. Warga 
binaan tidak berkesempatan untuk menetukan jenis pembinaan tertentu 
yang telah di sediakan. Pembinaan dari bawah ke atas adalah paket 
pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar bagi 
warga binaan. Kunci dari keberhasilan warga binaan  adalah pandai-
pandainya seorang pembina mengenalkan warga binaan pada dirinya 
sendiri. 
2. Pembinaan perorangan  
Pembinaan ini di berikan kepada warga binaan secara perorangan 
oleh pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara 
sendiri-sendiri tetapi dapat di lakukan secara berkelompok  tetapi 
penanganannya sendiri-sendiri. Pembinaan ini di lakukan karena setiap 
warga binaan memiliki  kematangan tingkat emosi, intelektual, logika 
yang berbeda-beda. Pendekatan  ini akan sangat bermanfaat jika warga 
binaan punya kemauan untuk mengenal dirinya sendiri. 
3. Pembinaan  secara kelompok 
Pembinaan yang di lakukan secra kelompok di sesuaikan dengan 
kebutuhan pembinaan yang di tentukan oleh pembina atau pembinaan 
sesuai dengan kebutuhan  pembinaan yang di rasakan oleh warga 
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binaan. Pembinaan ini dapat di lakukandengan  tanya jawab, simulasi, 
permainan peran ataupembentukan tim. 
4. Auto sugesti 
Auto sugesti adalah sebuah sarana atau alat yang di gunakan 
untuk mempengaruhi bawah  sadar  manusia dengan cara memasukkan 
suatu  tindakan, sesuai saran/perintah untuk melakukan suatu tindakan 
sesuai  dengan saran yang di berikan, melalui alam sadar   untuk 
memepengaruhi alam bawah sadar. Pembinaan ini di peruntukkan bagi 
warga binaan yang sudah dapat mengenal dirinya, yang memilik 
kepercayaan diri yang tinggi dan sudah mempunyai kemauan kuat untuk 
berubah. 
4. Tahap-tahap pembinaan narapidana 
Sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 
tentang pemasyarakatan, maka pemerintah  membuat dan menetapkan 
peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari peraturan 
pemerintah tersebut adalah untuk  meningkatkan  kualitas ketaqwaan 
kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, 
kesehatan jasmani dan rohani  narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan. Program ini di peruntukkan bagi klien. 
Pasal  3 peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang 
pembinaan dan pembimbingan warga binaan  pemasyarakatan 
menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi 
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kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian 
yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : 
a) Ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa 
b) Kesadaran bebrbangsa dan bernegara 
c) Intelektual 
d) Sikap dan perilaku 
e) Kesehatan jasmani dan rohani 
f) Kesadaran hukum 
g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat 
h) Keterampilan kerja 
i) Latihan  kerja dan  produksi 
Sebagai suatu program, maka pembinaan yang di laksanakan di 
lakukan melalui beberapa tahapan.  pembinaan di laksanakan melalui  3 
tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:28 
1. Tahap awal meliputi 
a. Masa pengamatan , pengenalan dan penelitian lingkungan 
selama 1 ( satu) bulan; 
b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan 
kemandirian; 
c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian 
d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal 
2. Tahap lanjutan meliputi 
                                                          
28 Peraturan Pemerintah RI nomor 31 tahun 1999  Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan 
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a. Perencanaan program pembinaan lanjutan 
b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan 
c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan 
d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi 
3. Tahap akhir 
a. Perencanaan program integrasi 
b. Pelaksanaan program integrasi. 
c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir 
. Pada tahap akhir tidak di laksanakan oleh lembaga 
pemasyarakatan tetapi di luar lembaga pemasyarakatan yaitu Balai 
Pemasyarakatan. 
 
D. Tinjauan Tentang Residive, Residivis dan Faktor penyebabnya 
1. Residive 
Pengulangan atau residive terdapat dalam hal seseorang telah 
melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak 
pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan  satu atau lebih telah di 
jatuhi hukuman oleh pengadilan.29 Suatu hal yang juga sangat 
berhubungan dengan perbuatan ini adalah gabungan beberapa 
perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa 
pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman. Perbuatan 
yang berhubungan dengan hal di atas diatur oleh undang-undang kita 
                                                          
29 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hal 121 
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yaitu Kitap Uundang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal yang 
berkenaan dengan hal perbuatan diatas adalah : Pasal 486, 487 dan 488. 
Kita semua mengetahui akan tujuan dari penghukuman adalah 30 
a. Prevensi hukum (pencegahan untuk terjadinya sesuatu) 
b. Prevensi khusus yang ditujukan terhadap mereka yang telah 
melakukan perbuatan kejahatan dengan pengharapan agar 
mereka takut mengulang kembali melakukan kejahatan setelah 
mengalami hukuman. 
Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan 
dapat dibagi menjadi dua jenis: 31 
a. Residive umum 
Apabila seseorang melakukan kejahatan/ tindak pidana yang telah 
di kenai hukuman, dan kemudian melakukan kejahatan/tindak 
pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya di kenakan 
pemberatan hukuman. 
b. Residive khusus 
Apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/tindak pidana 
yang telah di kenai hukuman, dan kemudian ia melakukan 
kejahatan/ tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya 
dikenakan pemberatan hukuman. 
 
 
                                                          
30 J.C.T. Simorangkir, 2008, Kamus Hukum,Jakarta, sinar Grafika, hal 132 




Sistem yang dipergunakan KUHP adalah sistem antara, berhubung 
penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki 
sifat yang sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Namun 
ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yaitu mengatur 
tentang terjadinya sebuah tindakan pengulangan (recidive). Ada dua 
kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan yaitu: 
a. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana 
tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana 
tertentu yang di sebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. 
b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486 sampai 488, KUHP 
juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang 
dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 
ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat 3.32 
Dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat 
digolongkan menjadi; 
1. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam 
penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan 
perbuatan yang dilakukan yaitu; 33 
a. Residivis yang di bagi menjadi: 
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33 Friedrich Stumpul di kutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya Kriminologi Sansuran Ny.L. 
Moeljatno, hal 161 
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1) Penjahat yang akut meliputi para pelanggar yang bukan residivis 
dan mereka telah berulangkali melakukan tindak pidana dan 
telah dijatuhi pidana umum namun rentang waktu melakukan 
tindak pidana itu jauh, atau perbuatan pidana berbeda-beda 
sehingga ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam 
jarak waktu tersebut misalnya 5 tahun menurut Pasal 486,487 
dan 488 KUHP. 
2) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah 
mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu 
singkat dari selang masing-masing putusan. 
3) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi 
pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi 
mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan 
kebiasaan atau sesuatu hal yang telah menetap bagi mereka. 
4) Penjahat sejak umur muda tipe ini ia melakukan kejahatan 
semenjak dia kanak-kanak berawal dari kenakalan anak. 
2. Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak 
pidana dibedakan 3 (tiga) jenis, yaitu: 
a. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan 
cakupannya antara lain: 
1) Pengertian yang luas yaitu meliputi orang-orang yang 
melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu 
penjatuhan pidana/comdemnation. 
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2) Dalam pengertian yang lebih sempit yaitu bila sipelaku telah 
melakukan kejahatan yang sejenis (homologus recidivism) 
artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi 
perbuatan itu lagi dalam rentang waktu tertentu misalnya 5 
(lima) tahun semenjak terpidana menjalani semua atau 
sebagian hukuman yang telah dijatuhkan padanya. 
b. Selain kepada bentuk di atas, pengulangan tindak pidana juga 
dapat dibedakan atas; 
1) Accidentale recidive, yaitu pengulangan tindak pidana yang 
dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa 
dan menjepitnya. 
2) Habituele recedive, yaitu pengulangan tindak pidana yang 
dilakukan karena sipelaku memang sudah mempunyai inner 
criminal situation yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan 
merupakan perbuatan yang biasa baginya. 
 
3. Faktor Penyebab Timbulnya Residivis 
1. Stigmatisasi  Masyarakat 
Dalam lingkungan masyarakat perilaku orang yang tidak sesuai 
dengan norma atau tidak seharusnya di lakukan di katakan sebagai 
perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku tersebut 
kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positive dan negative. 
Akibat positive dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan 
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perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah 
kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negative 
dari penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum 
kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau 
mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan 
respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam 
ketenangannya. 
Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam 
ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian 
memunculkan stigmatisasi terhadap indivdu yang melakukan perilaku 
yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah di 
jelaskan dalam bab sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh 
masyarakat melalui tindakan tindakan yang di lakukan dalam proses 
peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih 
dalam lagi pemberian cap ini di alami oleh pelanggar hukum yang 
bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai 
benar benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih 
besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai 
anggota masyarakat yang tidak dapat di percaya.34 
Di sisi lain narapidana atau mantan narapidana walaupun di bekali 
dengan keterampilan khusus namun tidak di sertai dengan penyaluran ke 
bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga narapidana ataupun 
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mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan 
keterampilannya, padahal satu satunya peluang bagi narapidana atau 
mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri 
yang kemudian dari dalam diri narapidana atau mantan narapidana 
muncul persepsi bahwa dirinya tidak lagi di terima di lingkungannya dan 
kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan serta satu satunya jalan adalah 
dengan mencari jalan pintas yaitu mengulangi perbuatannya melanggar 
hukum.  
2. Dampak dari prisonisasi 
Dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan, masalah 
prisonisasi bukanlah hal yang baru, dimana prisonisasi sendiri di artikan 
sebagai proses terjadinya pengaruh negatif ( buruk ) yang di akibatkan 
sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara. Pada saat di 
cetuskannya sistem pemasyarakatan oleh sahardjo pada tahun 1963, 
salah satu asumsi yang di kemukakan adalah bahwa negara tidak berhak 
membuat orang lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dan di penjara, 
asumsi ini secara langsung menunjukkan adanya pengakuan bahwa 
tindakan pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak 
negative. Ajaran- ajaran sosiologis mengenai masyarakat lembaga 
pemasyarakatan telah menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan 
dengan peraturan-peraturan keamanan maksimun terdapat suatu 
pertumbuhan kehidupan yang menghambat kemungkinan integrasinya 
narapidana dapat membuat tumbuhnya sifat-sifat kelainan pada 
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narapidana, dengan lebih memperlihatkan ciri ciri persamaannya dengan 
pola-pola penjahat serta ciri-ciri perbuatan jahatnya. 
Terjadinya penyimpangan sendiri di dalam masyarakat penjara 
diakibatkan oleh kekuatan kekuatan yang merusak di dalam kehidupan 
para penghuni penjara, sebagaimana yang telah di ketahui bahwa 
kehidupan seseorang selama berada di dalam penjara tidak sebebas 
orang yang berada di luar tembok penjara. Tingkat kenaikan dan 
penurunan residivis selain merupakan indikator berhasil atau tidaknya 
suatu pembinaan terhadap narapidana tetapi juga di pengaruhi oleh 
faktor lingkungan yang berkembang dalam masyarakat seperti susahnya 
mencari pekerjaan,  tidak adanya tempat untuk berteduh atau 
kesejahteraan di dalam lapas  yang  lebih terjamin daripada apabila 














A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat dimana atau 
wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan 
dilaksanakan di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, tepatnya di Lembaga 
Pemasyarakatan Kabupaten Bone Jalan Yos Sudarso. Pemilihan tempat 
penilitian ini dengan pertimbangan bahwa lokasi yang dipilih merupakan 
Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Kabupaten Bone.  
 
B.  Jenis dan Sumber Data 
Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan 
pihak terkait sehubungan dengan peneltian ini. 
2. Data Sekunder, yaitu Bahan Hukum atau data yang sudah tersedia 
sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan penulisan 
(data yang diperoleh dari buku-buku, internet, undang-undang dan 
peraturan pemerintah yang terkait ). 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada 
responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan. Adapun informan yang dalam 
penelitian ini yakni: 
1) Kepala Lembaga pemasyarakatan Bone 
2) Petugas Lembaga pemasyarakatan Bone terutama yang 
bertugas dalam bidang pembinaan narapidana 
3) Narapidana/Residivis 
2. Pengamatan/observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan 
cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa 
benda, proses atau perilaku. Dalam hal ini dilakukan pengamatan 
terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Bone. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh 
baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut diolah dan 
dianalisis secara deskriptif kualitatif  yaitu dengan cara meyelaraskan dan 
menggambarkan keadaan yang nyata mengenai proses pembinaan 
narapidana. Hasil wawancara dan pengamatan tersebut kemudian di olah 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten 
Bone 
Lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas II A kabupaten Bone 
merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan 
sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah kantor 
wilayah departemen hukum dan HAM provinsi Sulawesi selatan yang 
mempunyai fungsi membina, keamanan dan merawat warga binaan. 
Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bone berlokasi di jalan yos sudarso, 
Hingga 10 oktober 2015  tercatat jumlah narapidana di lembaga 
pemasyarakatan kabupaten Bone mencapai 487 narapidana/tahanan. 
Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone juga mempunyai 
beberapa fasilitas pembinaan yaitu: 
1. Ruang pendididkan untuk ruang satu kelas 
2. Tempat ibadah (masjid) 
3. Lapangan olahraga 
4. Tempat bacaan/perpustakaan 
5. Ruang perbengkelan 
6. Peralatan kesenian 
7. Dapur 
8. Ruang kunjungan keluarga 
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9. Kamar hunian 
10. Tempat bercocok tanam 
11. Tempat potong rambut 
Selain itu terdapat pula program pembinaan dalam bentuk 
keterampilan yakni pembinaan penelusuran keterampilan bakat dan 
minat seperti perbengkelan, pembinaan keterampilan beternak, 
salon/potong rambut, pembinaan kesenian dan olahraga. 
Struktur organisasi Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten 
Bone terdiri dari beberapa bagian yang masing masing mempunyai tugas 
dan fungsi yang berbeda-beda. Struktur organisasi Lembaga 
Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
b. Kepala Urusan Umum  
c. Kepala Urusan kepegawaian dan keuangan 
d. Kepala Sub bagiam tata usaha 
e. Kepala Seksi bimbingan anak didik pemasyarakatan 
f. Kepala Sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan 
lembaga pemasyarakatan anak 
g. Kepala Seksi kegiatan kerja 
h. Kepala  Subseksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil keja 
i. Kepala sub seksi sarana kerja 
j. Kepala seksi administrasi keamanan dan tata tertib 
k. Kepala sub seksi keamanan 
42 
l. Kepala satuan pengamanan 
m. Kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib 
Untuk lebih memperjelas gambaran umum Lembaga 
Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone berikut merupakan Data 
Hasil Warga Binaan : 
Table 4.1 
Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan kelas II A 
Kabupaten Bone 
No Tahun Narapidana Tahanan Jumlah 
1 2013 334 81 415 
2 2014 362 98 460 
3 2015 376 105 487 
Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan kelas II A kabupaten Bone 2016 
 
Berdasarkan data tabel di atas bahwa dapat di simpulkan 
narapidana/tahanan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten 
Bone mengalami peningkatan 3 tahun terakhir. Sedangkan untuk data  











No. Tahun Residivis 
1 2013 35 
2 2014 40 
3 2015 60 
Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan kelas II A kabupaten bone  
 
Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan residvis  di lembaga 
pemasyrakatan kelas II A Kabupaten Bone   juga mengalami peningkatan 
dalam 3 tahun terakhir. 
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II A Bone Sebagai Upaya Rehabilitatif Terhadap Residivis 
Secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan 
narapidana biasa dengan narapidana residivis di Lembaga 
Pemasyrakatan Kelas II A Kabupaten Bone. Pembinaan terhadap 
residivis lebih di fokuskan kepada kegiatan yang bersifat mandiri. 
Sehingga di harapkan kepada residivis yang sudah pernah melakukan 
tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari masa 
hukuman dapat di terima baik oleh masyarakat luar.35 
Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A 
Bone pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada 
umumnya dan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 
                                                          
35 Wawancara dengan petugas pembinaan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bone 
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namun dengan begitu kompleknya permasalahan yang di hadapi oleh 
para narapidana maka dalam pembinaan narapidana hendaknya di 
laksanakan lebih spesifik dan perlu kerjasama dengan pihak instansi 
yang terkait secara intensif dan komperhensif. Oleh karena itulah setiap 6 
bulan sekali lembaga pemasyarakatan kelas II A Bone melakukan rapat 
guna membahas perencanaan dan mengevaluasi pembinaan 
narapidana. Hal ini kemudian diperjelas oleh Arifuddin petugas Lembaga 
Pemasyarakatan kelas II A  Kabupaten Bone: 
“Rapat di lakukan setiap 6 bulan sekali untuk melihat apakah ada 
yang perlu di perbaiki dalam kurung waktu 6 bulan itu, hal ini di 
lakukan agar pembinaan benar benar bermanfaat bagi narapidana 
dan dapat merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik”.36 
 
Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga 
pemasyarakatan kelas II A kabupaten Bone di sesuaikan dengan proses 
dan tahap pembinaan yang telah di rencanakan. Adapun tujuan 
pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar 
menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaik diri, 
dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehinngga di terima kembali 
oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam 
pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana di 
wajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah di 
                                                          
36Wawancara dengan  petugas lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone 
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tetapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone sejak 
mereka masuk sampai bebas dari lapas. 
Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A 
Kabupaten Bone di laksanakan dalam beberapa tahap, yaitu : 
a.  Tahap Awal meliputi Pembinaan kepribadian dan kemandirian 
yang mempunyai program yaitu : 
1. Masa Pengenalan Lingkungan (Manepaling) 
Manepaling adalah masa awal yang harus di jalani oleh 
narapidana setelah mereka masuk kelembaga pemasyarakatan 
kelas II A kabupaten Bone, narapidana menjalani program ini 
selama 30 hari. Pada masa manepaling narapidana akan 
mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di lapas yang 
mencakup tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, 
sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok 
hunian. 
2. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan. 
Pembinaan ini di perlukan agar pengetahuan serta 
kemampuan berpikir warga binaan menjadi semakin meningkat, 
sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di 
perlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual 
merupakan suatu pembinaan yang di tujukan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan megembangkan fungsi intelektual narapidana. 
kegiatan yang di lakukan antara lain. Membaca Koran, majalah, 
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buku-buku yang ada dan tersedia di perpustakaan lembaga 
pemasyarakatan. 
 Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan bertujuan 
untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana, 
agar menjadi warga Negara yang baik, berbakti bagi bangsa dan 
negaranya, serta melatih kesadaran dan wawasan narapidana. 
Program ini di jalani oleh narapidana setelah narapidana menjalani 
program manepaling, yang di maksudkan untuk membina mental 
dan rasa kecintaan terhadap tanah air. Salah satu kegiatan yang di 
laksanakan adalah ikut melaksanakan upacara hari-hari besar 
nasional. 
3. Pembinaan keagamaan 
Pembinaan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa, 
sehingga narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari 
perbuatan yang salah. Bentuk kegiatan keagamaan di lembaga 
pemasyrakatan kelas II A Kabupaten Bone di sesuaikan dengan 
agama masing masing narapidana. bimbingan agama baik islam 
maupun Kristen yang biasa di lakukan pada pagi hari, shalat 
berjamaah pada waktu dzuhur di masjid setiap harinya. 
4. Pembinaan jasmani (Olahraga) 
Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan 
kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat bakat olahraga 
yang di miliki oleh para narapidana. Melakukan kegiatan kegiatan 
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olahraga seperti senam kesegaran jasmani setiap hari, bermain 
bola voli, tenis meja, sepak takraw dan bulu tangkis. 
5. Pembinaan di bidang rekreasi  dan hiburan  
Kepala lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone 
dan para pegawai membuat acara hiburan sebagai upaya 
penyegaran, dimana antara narapidana dan para petugas terlihat 
seperti saudara dan saling menghibur. Kegiatan yang di lakukan 
seperti di bentuknya vokal group/bernyanyi. Juga di sediakan 
ruangan khusus untuk menonton Televisi dan ruangan khusus 
untuk alat-alat musik sperti gitar dan keyboard. 
6. Pembinaan kesadaran hukum,  
Pembinaan ini dilaksanakan dengan memberi penyuluhan hukum 
yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang 
tinggi. 
Untuk pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan kelas II 
A kabupaten Bone memiliki program kegiatan yaitu Pembinaan kerja 
Pembinaan ini bertujuan untuk keterampilan kepada narapidana agar jika 
mereka bebas nanti bisa di jadikan mata pencaharian, pembinaan ini di 
laksanakan setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidana dan 
pembinaan ini juga lebih di fokuskan untuk narapidana residivis, kegiatan 
yang di laksanakan berupa perbengkelan, pengelasan, dan pertukangan. 
Disamping pelatihan keterampilan yang di berikan oleh 
petugas/pembina di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten 
Bone, ada juga pelatihan keterampilan yang di berikan oleh dinas sosial 
48 
maupun organisasi-organisasi sosial yang datang di lembaga 
pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone. Hal ini di kemukakan oleh 
petugas pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II A 
Kabupaten Bone, bahwa pelatihan yang di berikan kepada narapidana 
oleh dinas sosial berupa kursus pertukangan dengan jangka waktu 2 
bulan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bone. Selanjutnya beliau mengatakan kalau dari organisasi 
sosial pelatihan yang di berikan berupa kerajinan tangan yang 
berlangsung 2 atau 3 hari dan paling lama 1 minggu.37 
Kursus ini diberikan kepada narapidana sesuai dengan jumlah 
narapidana yang di minta oleh dinas sosial maupun organisasi sosial. 
Menurut petugas pembinaan, kalau 20 orang narapidana yang di 
butuhkan, maka yang di utamakan adalah narapidana yang akan habis 
masa pidananya, berperilaku baik dan juga narapidana residivis, 
sehingga kursus atau pelatihan yang di berikannya akan berguna bagi 
narapidana untuk kembali kemasyarakat. Dan biasanya peralatan yang di 
gunakan di berikan kepada Narapidana yang bersangkutan.38 Dengan 
demikian akan bermanfaat bagi narapidana sebagai bekal untuk kembali 
kemasyarakat. Di samping itu, pendidikan keterampilan bertujuan untuk 
membentuk manusia narapidana agar menjadi manusia mandiri, yakni 
                                                          
37Wawancara dengan petugas pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone 
38Wawancara dengan  petugas  pembinaan lembaga pemasyrakatan kelas II A kabupaten  Bone 
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manusia yang akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan 
keterampilan yang mereka peroleh selama di lembaga pemasyaraktan.39 
Sehubungan dengan itu ada juga kerjasama antara lembaga 
pemasyaraktan kelas II A Kabupaten Bone dengan Lembaga Swadaya 
Mayarakat (LSM) di harapakan dapat membantu untuk menerima dan 
menyalurkan tenaga kerja mantan narapidana. Menurut petugas 
pembinaan, LSM yang saat ini berkunjung di lembaga pemasyarakatan 
kelas II A Kabupaten Bone adalah LSM Arung Palakka, yang berkunjung 
3 kali dalam sebulan. Kunjungan LSM ini memberikan bimbingan 
keterampilan dan ceramah agama.40 
Untuk itu program pelatihan tidak sekedar memberikan kesibukan 
kepada narapidana, tetapi lebih berorientasi pada individualisasi yang 
menempatkan narapidana sebagai manusia yang tersesat dan  
mendapatkan pembinaan sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 1995. 
b. Tahap Lanjutan  
Pembinaan tahap lanjutan di bidang ini dapat di katakan juga 
sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan 
pokok  agar bekas narapidana/residivis dapat mudah di terima kembali 
oleh lingkungan masyarakatnya dan Untuk menghilangkan citra buruk 
lembaga pemasyarakatan dan mencegah penolakan masyarakat 
terhadap bekas narapidana, maka perlu diadakan asimilasi kedalam 
                                                          
39Thaher Abdullah, pelaksanaan pembinaan keterampilan Narapidana sebagai bekalreintegrasi 
dalam masyarakat, Makalah Lembaga Pemasyarakatan kelas 1. Cirebon 1984,hal 1 
40Wawancara dengan petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone 
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lembaga pemasyarakatan berupa kunjungan dari keluarga serta 
organisasi-organisai kemasyarakatan. Dengan adanya asimilasi kedalam 
lembaga pemasyarakatan maka narapidana tidak merasa dirinya terasing 
dari lingkungan masyarakat. Asimilasi kedalam lembaga pemasyarakatan 
kelas II A Kabupaten Bone berupa kunjungan keluarga berlangsung 2 kali 
seminggu pada jam tertentu selama kurang lebih 15 menit. Dengan 
adanya kunjungan tersebut, narapidana tidak merasa di lupakan oleh 
keluarganya dan secara psikologis hal tersebut akan membawa dampak 
positif pada diri narapidana. Kurangnya perhatian keluarga dapat 
mengakibatkan narapidana frustasi dan hal itu akan mempersulit 
pembinaan narapidana.  
Sedangkan asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan sebagai 
media narapidana dengan masyarakat merupakan sisi penting dari 
pemasyarakatan. Oleh karenanya asimilasi keluar sangat di perlukan 
agar narapidana dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Asimilasi 
keluar lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone yaitu 
pelatihan perbengkelan diluar lapas, pelatihan penataan perikanandi luar 
lapas dan lain lain. 
Sehubungan dengan hal itu,  menurut  Residivis perlu adanya 
program asimilasi ke dalam maupun keluar lembaga pemasyarakatan  
kelas II A Kabupaten Bone karena narapidana dapat berbaur dengan 
masyarakat sehingga narapidana merasa tidak canggung lagi apabila 
nantinya keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya menurut 
narapidana residivis asimilasi ini sangat berguna bagi narapidana karena 
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dengan adanya kunjungan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan 
seperti LSM, maupun lembaga sosial lainnya dapat memberi 
kegembiraan bagi narapidana dengan adanya hiburan, ceramah, dan 
mengajarkan berbagai bentuk keterampilan lainnya.41 Dengan demikian 
narapidana merasa terhibur dan termotivasi untuk berbuat baik serta 
berkarya dan timbul rasa percaya diri dari dalam diri narapidana.  
Perlunya asimilasi bagi narapidana sebelum kembali ke 
masyarakat, hal itu bermanfaat untuk mencegah kecenderungan 
pemberian cap penjahat dari masyarakat dan di tolaknya narapidana di 
masyarakat. Adanya pemberian penolakan social, pengasingan dan 
pengucilan begitu memojokkan mereka sehingga mengakibatkan 
timbulnya kembali penjahat kambuhan/residivis, hal ini seperti di katakan 
Ronny   Nitibaskara : 
“Orang-orang ini selalu di bayang-bayangi dan di curigai secara 
berlebihan oleh penegak hukum maupun masyarakat terpaksa 
memilih comeback bergelut dalam dunia kriminalitas yang 
sesungguhnya belum tentu mereka senangi. kontrol sosial yang 
tidak pada tempatnya itu sangat mempengaruhi keberhasilan 
mereka mengisolirnya dari masyarakat umum”.42 
 
Kecenderungan seperti ini, menunjukkan semakin sempitnya 
kesempatan bekas narapidana memperbaiki dirinya. Penilaian 
keberhasilan rehabilitasi tidak lagi ada pada narapidana serta lembaga 
pemasyarakatan, tapi juga masyarakat. Dalam program pelatihan 
setidaknya-tidaknya dapat mengembalikan rasa percaya diri sehingga 
                                                          
41 Wawancara dengan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten 
Bone 
42 Ronny nitibaskara, beberapa faktor penghambat reintegrasi social bekas narapidana di 
Indonesia, Makalah Fakultas Hukum universitas Indonesia jakarta 1988 hal 3 
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narapidana dapat berintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan 
narapidana ketika menjelang bebas di maksdukan untuk mengurangi efek 
negatif sebagai akibat pengasingan selama berada di lembaga 
pemasyarakatan serta membantu narapidana/residvis dalam 
menyesuaikan dirinya ke dalam kehidupan masyarakat. 
3. Tahap akhir  
Tahap integrasi, pembinaan tahap akhir ini di laksanakan sejak 
berakhirnya tahap lanjutan. Integrasi sosial merupakan salah satu proses 
dan hasil kehidupan sosial yang menjadi alat untuk mencapai tujuan 
kehidupan bermasyarakat. Integrasi sosial di tandai dengan adanya kerja 
sama, yaitu kerja sama mulai dari individu, keluarga dan lembaga atau 
pranata sosial. Integrasi sosial adalah suatu proses menyatukan berbagai 
kelompok dalam masyarakat melalui suatu identitas bersama dengan 
menghilangkan perbedaan perbedaan dan identitas masing – masing. 
Pada tahap ini apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya, 
narapidana dapat di usulkan di berikan pembebasan bersyarat. Di sini 
narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat. 
Tingginya angka kriminalitas merupakan penyebab dominan 
meningkatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Pada bagian ini 
Lembaga pemasyrakatan Kabupaten Bone memunculkan masalah 
masalah baru, dimana daya tampung yang tidak memadai dan sarana-
sarana pendukung juga menimbulkan masalah baru seperti kerawanan 
perkelahian, tidak terpeliharanya perikehidupan warga binaan yang 
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semuanya itu disebabkan over kapasitas. Mencermati hal di tersebut 
pihak Lembaga Pemasyaraktan Kabupaten Bone mencoba mengatasi 
dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Hukum yaitu dengan 
mencoba memaksimalkan pelaksanaan pembebasan bersyarat. 
Dalam usaha mencapai tujuan pemasyarakatan yang sasaran 
utamanya adalah pemulihan kesatuan hubungan yang retak dengan 
masyarakat, narapidana/residivis harus di kenalkan dengan masyarakat 
sehingga tidak boleh di asingkan. Dari  program pembinaan 
narapidana/residivis tersebut menunjukkan bahwa pembinaan 
narapidana itu tidak hanya sekedar pembinaan mental sptirual belaka 
yang di harapkan dapat meningkatkan kualitas akhlak narapidana, akan 
tetapi juga di lakukan pembinaan yang sifatnya memberikan keterampilan 
(keahlian). Dengan pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang 
hendak di capai adalah agar setelah narapidana/residivis selesai 
menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat keahlian tersebut dapat 
di jadikan bekal usaha apalagi bagi narapidana yang berlatar belakang 
tidak mempunyai keahlian sebagai modal kerja. 
 Program pembinaan sebagaimana di sebutkan di atas, jika dapat 
terealisir dengan baik akan sangat bermanfaat sebagai bekal narapidana 
untuk kembali kemasyarakat dengan harapan tidak mengulangi lagi 
perbuatan melanggar hukum atau tidak menjadi residivis. Tetapi dalam 
prakteknya untuk melaksanakan program pembinaan seperti di sebutkan 
di atas bukanlah hal yang mudah. Di perlukan dukungan dari berbagai 
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pihak, juga kualitas dan kuantitas petugas lapas, partisipasi masyarakat 
baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan 
sikap yang menunjukkan bersedia menerima keluarga narapidana yang 
telah selesai menjalani pidananya terutama anggota keluarga 
narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Dukungan 
fasilitas dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan 
terealisasi atau tidaknya program pembinaan yang telah di programkan. 
C. Apakah Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten 
Bone Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya 
Rehabilitatif  Terhadap Residivis 
Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan 
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang 
di lakukan harus di dasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan 
narapidana, dimana kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dan 
narapidana biasa tentunya berbeda karena narapidana residivis dapat di 
katakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu 
pertama menjalani pidana di lembaga pemasyrakatan.43 Namun demikian 
dalam pelaksanaan pembinaan tersebut lembaga pemasyarakayan kelas 
II A Kabupaten Bone menghadapi beberapa faktor yang bisa 
menghambat behasilnya pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi 
bagi narapidana residivis dan non residivis, penempatannya, program-
program pembinaan seperti asimilasi dan perbandingan jumlah petugas 
                                                          
43 Didik Budi Waluyo, faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Ressidivis 
di Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta universitas indonesia 2005. 
55 
dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam 
mengikuti pembinaan, dan kurangnya partisipasi pemerintah dan 
pemerintah dan masyarakat. 
Untuk memberantas kejahatan maka pelaku tindak pidana di 
masukkan ke dalam penjara. Harapannya, pelaku akan memperbaiki diri 
dan tidak mengulangi tindak kejahatan ( residivis) melalui sistem 
pembinaan sehingga dapat di terima kembali oleh masyarakat, dapat 
berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tapi di sisi lain, 
faktanya tingkat kejahatan tidak kunjung menurun. Kejahatan justru 
semakin merajalela dan makin canggih modusnya.  
Dalam pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas II 
A Kabupaten Bone terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian 
karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan lebih lagi yang 
perlu di perhatikan yakni apabila terdapat sebagai faktor yang menjadi 
kendala. Munculnya kendala-kendala tersebut tentunya perlu untuk 
segera di cari pemecahannya agar dalam proses pembinaan terhadap 
anak didik pemasyarakatan dapat di laksanakan dengan baik dan lancar. 
Adapun beberapa hambatan yang berhubungan dengan 
pembinaan narapidana/residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II A 





Keberhasilan pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari 
sarana/prasarana yang tersedia. Dalam hal ini sarana yang di maksud 
pun harus mengacu kepada the standar minimun rules, apakah itu kamar 
tidur atau kamar berventilasi, air serta lampu penerang kamar, makanan 
yang bersih dan sehat, sarana kesehatan dan fasilitas olahraga. Semua 
itu bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan. Oleh karena itu 
ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem 
pemasyarakatan 
Adapun sarana/prasarana yang menjadi penghambat di lembaga 
pemasyrakatan kelas II A Kabupaten Bone adalah  kapasitas untuk setiap 
kamar blok hunian di isi hingga 20 orang dari yang seharusnya 10 orang 
saja juga kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu 
juga banyaknya peralatan keterampilan yang rusak menjadi salah satu 
faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan 
terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup 
kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya 
keadaan di lapas. 
Disamping itu narapidana juga merasakan manfaat sarana yang di 
perlukan, namun apabila sarana tidak tersedia sangat mungkin menjadi 
hambatan. Adapun sarana/prasarana yang di butuhkan oleh narapidana 
di lembaga pemasyarakatan seperti peralatan keterampilan, sarana 
olahraga, tenaga kesehatan, kamar blok hunian yang layak serta 
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makanan yang layak. Hendaknya sarana dan prasarana yang 
mendukung program pembinaan narapidana/residvis di lapas segera di 
lengkapi. 
2. Sumber daya manusia 
Setiap pembinaan di lembaga pemasyarakatan, bertujuan untuk 
mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan bekal latihan 
keterampilan yang di terimanya di lapas. Oleh karena itu peran 
narapidana, petugas dan masyarakat sangat di butuhkan agar 
pembinaan berhasil. Dalam hal ini baik narapidana maupun petugas 
saling berinteraksi agar program pembinaan dapat berjalan. Untuk 
narapidana dan petugas sebagai sumber daya manusia yang terlibat 
dalam hal ini harus menyadari peranannya dalam berlangsunnya 
pembinaan. 
Kondisi yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas II A 
Kabupaten Bone pola pembinaan bagi narapidana biasa tidak di bedakan 
dengan pola pembinaan narapidana residvis atau narapidana lainnya. Di 
samping jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah 
narapidana, kualitas petugas juga tidak memadai untuk melakukan 
pembinaan.44 
Secara umum, pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A 
Kabupaten Bone tidak berlangsung maksimal karena masih minimnya 
pengetahuan petugas dalam membina narapidana di tambah lagi 
                                                          
44 Wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone 
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kurangnya kursus kursus keterampilan yang di berikan kepada petugas 
dalam menunjang program pembinaan, menyebabkan program 
pembinaan berlangsung seadanya berdasarkan pengetahuan dan 
pengalamam petugas. Kualitas dan bentuk bentuk program pembinaan 
tidak semata mata di tentukan sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi 
di perlukan program-program pembinaan yang kreatif dan murah serta 
mudah untuk di lakukan, sehingga dapat berdampak sebagai 
pembelajaran yang optimal bagi narapidana sebagai bekal 
keterampilnannya untuk kelak setelah keluar dari lembaga 
pemasyarakatan. Maka dari itu hendaknya mengikuti pelatihan yang di 
adakan khusus bagi petugas agar dapat memberikan materi yang baik 
pada narapidana. 
3. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas 
Pembinaan keterampilan bagi narapidana selain untuk membekali 
narapidana dengan keterampilan yang ada di lembaga pemasyarakatan 
juga untuk mata pencaharian mereka selama di lembaga 
pemasyarakatan, sebab dari hasil karyanya akan memperoleh upah 
sebagai imbalan kerjanya. Namun semua itu mendapat hambatan ketika 
pemasaran hasil karya mereka sangat jarang.  Untuk hasil pemasaran 
keterampilan di lembaga pemasyrakatan kelas II A Kabupaten Bone 
masih terbatas pada pengunjung lapas dan petugas lapas serta di 
lingkungan lapas. Hal ini di perkuat  oleh pendapat Kepala Sub 
Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja yang mengatakan bahwa :  
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“susah sekali mencari kerja sama untuk memasarkan hasil 
keterampilan anak-anak ( narapidana)”.45 
 
Berkaitan dengan pemasaran hasil keterampilan narapidana, pihak 
lembaga pemasyarakatan masih terus berusaha memperkuat kerja sama 
dengan perusahaan, ormas-ormas, dinal sosial ataupun masyarakat 
umum untuk di jadikan sebagai hasil pemasaran hasil keterampilan 
narapidana agar membantu dalam kelancaran proses pembinaan yang 
ada. 
4. Masyarakat 
Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena 
masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya 
proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.  Masih terdapat kendala 
kendala seperti kebanyakan lingkungan masyarakat dan pihak korban 
tidak mengizinkan kepadanya untuk kembali lagi ke masyarakat 
meskipun hanya sebentar karena masih adanya pemikiran dari sebagian 
masyarakat bahwa para narapidana tersebut merupakan sampah dari 
masyarakat, jadi harus di jauhi dan di asingkan. Hal ini jugalah yang bisa 
menimbulkan bekas narapidana melakukakan kejahatan lagi ( residivis). 
Maka dari itu sangat di harapkan adanya partisipasi atau peran aktif dari 
masyarakat untuk menerima kembali bekas narapidana ke masyarakat 
atau lingkungan tempat tinggalnya. 
5. Dana  
                                                          
45 Wawancara dengan kepala sub bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja. 
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Dana merupakan faktor yang menunjang untuk pelaksanaan 
pembinaan narapidana, dalam pelaksanaannya maka di butuhkan 
peralatan dan bahan bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya satu 
macam saja sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau 
keterampilan yang mungkin di perlukan untuk kebutuhan dan 
kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari lapas.  
Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab 
yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena 
dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua 




















1. Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat di simpulkan pembinaan yang di 
lakukan lembaga pemasyarakatan  kelas II A Kabupaten Bone belum 
efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan, yang mana 
pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 
Tentang Pembinaan dan Pembimbingan  warga binaan pemasyarakatan. 
Pembinaan yang di lakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A 
Kabupaten Bone di laksanakan beberapa tahap yakni Tahap Awal, Tahap 
Lanjutan dan Tahap Akhir. Tahap awal meliputi pembinaan kepribadian 
dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang di berikan 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bone ialah masa 
pengenalan lingkungan, pembinaan intelektual dan wawasan 
kebangsaan, pembinaan keagamaan, pembinaan jasmani, pembinaan di 
bidang rekreasi/ hiburan. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian 
pembinaan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada 
narapidana seperti pertukangan, pengelasan dan perbengkelan. Tahap 
lanjutan yakni pembinaan Asimilasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan 
berupa kunjungan keluarga pada waktu tertentu dan Asimilasi keluar 
Lembaga Pemasyarakatan dengan memberi pelatihan perbengkelan di 
luar Lembaga Pemasyarakatan. Dan Tahap akhir yakni tahap integrasi 
dengan  mnegoptimalkan pembebasan bersyarat. 
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2. Adapun faktor faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan 
narapidana/residivis di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas II A Kabupaten 
Bone ialah sarana/prasarana, sumber daya manusia, pemasaran hasil 
keterampilan yang terbatas, masyarakat dan dana. 
Berdasarkan beberapa hambatan yang di hadapi Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bone maka dari itu penulis 
berpandangan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana belum 
berjalan maksimal/efektif. 
B. Saran 
Adapun saran Penulis berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai berikut: 
1. Agar program pembinaan terhadap narapidana/residivis berjalan 
dengan baik, perlu di tingkatkan sumber daya manusia( SDM) 
petugas kemasyarakatan, sehingga petugas memiliki bekal yang 
cukup dalam melakukan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan 
kegiatan keterampilan. 
2. Segera melengkapi sarana/prasarana yang belum ada ataupun yang 
rusak. Misalnya Membangun Kamar Hunian/Blok 
3. Agar pelatihan keterampilan yang di lakukan lembaga 
pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone dapat berhasil dan 
berguna hendaknya lebih memperkuat kerjasama dengan instansi lain 
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